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SALINAN

EUPATI BULELENG
PROVINSI] BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a.

DENGAN RAF MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

bahwa dalam rangka perencanaan, penyvusunan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang efektif dan efisien
memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran periu mengatur
batasan biave yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan
perjalanan dinas;

bahwa berdas:rkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presider
Nomor 33 Talun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
Kepala Dacrich menetapkan standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan
di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan herpedoman pada standar harga satuan regional;
bahwa berdasirkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan haruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Biava Perjalanan Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Teriggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Repub ik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negira Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pe undang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahin 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nomor 5234) sebagaimana telah diuban
dengan Undan;;-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-1 ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republiz
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor esta Nomor 6398),

Undang-Undarg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan L2mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr
5587) sebagairiana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

jdih.bulelengkab.go.id



DELL
Typewritten text
SALINAN

DELL
Rectangle


Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabkun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Meuateri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Prlaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita
Negara Repub’ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomnor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturin Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tah an 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS,

BAE |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

By &

o & e

Daerah adalab Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Dezerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng,

Wakil Bupati edalah Wakil Bupati Buleleng.

Perjalanan Diras adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan ke
tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk
kepentingan Pemerintah Daerah.

Perjalanan Dir as Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan
maupun secara bersama untuk kepentingan Pemerintah Daerah,
dari tempat tertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar
negeri, atau de ri tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak
di luar neger: ke tempat tujuan di luar negeri, yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan der gan Peraturan Daerah.
Pejabat Negare adalah Bupati dan Wakil Bupati.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23,

Dewan Perwalcilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Buleleng,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur PD
pada Pemerintah Daerah vang melaksanakan Urusan Pemerintah
Daerah.

Pegawai Aparztur Sipil Negara yvang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah Ptgawai Negeri Sipil dan Pegawal Pemerintah Dengan
Perjanjian Kera yvang diangkat olehh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan
Perundang-uniangan.

Pihak Lain adailah orang atau pihak diluar Pegawai ASN, Pejabat
Negara dan DPRD di lingkup Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dir as Jabatan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan
oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain
dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula
untuk kepentiigan Pemerintah Daerah.

Surat Perjalaran Dinas yvang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati,
DPRD, Pegawezi ASN, dan Pihak Lain.

Pengguna Angzaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang gKewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagalan
kewenangan FA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
PD.

Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk
memberikan Surat Tugas dan menerbitkan SPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yvang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebigai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
PA/KPA yang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengak batkan pengeluaran atas beban APBD.

Pelaksana SPI) adalah Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN,
Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan
Dinas.

Pelaksana Tu:as adalah pejabat yang menempati posisi jabatan
yang bersifat sementara karena Pejabat yang menempati posisi itu
sebelumnya berhalangan atau tidak ada yang menempati posisi
tersebut.

Dokumen Pele ksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adailah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
PD atau dolmumen vang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan I’D yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh
PA.

Lumpsum adelah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu dan dibayarkan sekaligus.
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32.
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34.
35.

(1)

(2)

Uang Persediann yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan oprasional pada PD atau
Unit PD dan/atau untuk membiayal pengeluaran yvang menurut

sifat dan tujusnnyva tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
pembayaran lengsung kepada Bendahara Pengeluaran /penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau
surat perintah kerja lainnya melalul penerbitan surat perintah
membayar lan sung.

Uang Muka Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Muka
adalah perhitungan pembayaran diawal/sebelum pelaksanaan
Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan riill berdasarkan
ketentuan Periituran Perundang-undangan.

Pembayvaran langsung Rampung yang selanjutnya disingkat LS
Rampung adsalah perhitungan pembayaran setelah pelaksanaan
Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan riil berdasarkan
ketentuan Per.ituran Perundang-undangan.

Biaya Riil adiilah biaya yang dikeluarkan sesual dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas
yang dihitun; sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan
Peraturan Perindang-undangan,

Tempat Keduc ukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan
Perjalanan Dinas.

Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

Rapat Diluar Kantor adalah rapat diluar gedung instansi
Pemerintah Dierah.

Dalam Kota aclalah dalam wilayah Daerah.

Luar Kota adalah di luar wilayah Daerah baik di dalam Provinsi
yang sama ateu diluar Provinsi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungje waban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupaty,
DPRD, Pegaw:i ASN, dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikiit:
a. selektif, veitu hanya untuk kepentingan yang sangat tingg dan
prioritas ying berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
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(2)

(3)

(4)

G
d.

. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian

kinerja PD;
efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan

akuntabilitis pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan
Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Prinsip Perjalinan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanikan oleh:

a.

d.

.

atasan Peliksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi
pelaksanaan Surat Tugas;

PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;

PPK dalan. melakukan pengujian dan penerbitan perintah
pembayara 1,

Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas
pembayara 1 kepada Pelaksana SPD; dan

Pelaksana 3PD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Prinsip Perjalunan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan d: lam hal sebagai berikut:

a.

b.

.

kepastian tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang tumpang
tindih atau rangkap;

tidak mel¢ ksanakan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah
apabila suitu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus
dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang
dihasilkan sama,;

Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD vang
memang henar diharapkan memberikan kontribusi nyata
dalam hasi| yang akan dicapai;

tidak meleksanakan Perjalanan Dinas keluar kantor untuk
kegiatan yeng seharusnya dapat dilakukan di kantor; dan

mengutamikan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran
yang telah tersedia.

Dalam rangla menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip
sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (3):

a.

PPK melakikan:

1. pengujiiin kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan
pencapéian kinerja;

2. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan
mempe: hatilkan ketersediaan anggaran dan tetap
memprisritaskan pencapaian kinerja;

3. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman
pada Peraturan Bupati ini; dan

4. penerbi. Surat Tugas melakukan monitoring penerbitan
Surat T agas di lingkup wilayah kerjanya.

Pelaksana 3PD memperhatikan hal sebagai berikut:

1. melaksinakan Perjalanan Dinas sesual tugas yang
diberikz n;

2. segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila
kinerja telah tercapai; dan

3. segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas s:telah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

PPK, Pejatat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan

Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan

kewenanges nnva
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(1)

(2)

(3)

4)

BAB III
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 4

Perjalanan Dmnas Jabatan vang dilakukan atas undangan,
waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi
dan pengiriman dokumen dilakukan dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari untuk 1 (satu) lokasi tempat tujuan dan jika lebih harus
ada surat izin dari:

a. Bupati untik Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan
b. Sekretaris Daerah untuk Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala PD
dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
c. Ketua DPRED untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD;
Kepala PD antuk Pejabat dan pegawai yang dibawahinya; dan
e. Asisten uniuk Kepala Sub Bagian dan pegawai pada Sekretariat
Daerah.
Jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualike n untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar provinsi
dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Je batan dilakukan dalam rangka:

o oo oo

(1)

(2]

pelaksanaan tigas dan fungsi yang melekat pada Jabatan;
mengikuti rap.at, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya,
pengumandahan (detasering);

menempuh ujian Dinas atau ujian Jabatan;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawal ASN atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk mendapatkan surat keterangan  dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;

mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai ASN,;

penugasan urtuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1
(S1)/Strata 2 (52)/Strata 3 (33); dan

mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Perjalanan Diias Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai

perintah atasen Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas s:bagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh

Pejabat Yang Berwenang:

a. Bupati urtuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota Luar
Provinsi yving dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat
Eselon 11, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat
Eselon Ill/a pada Sekretariat Daerah dan Camat serta
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dan Luar Kota dalam
Provinsi vang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
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(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

b. Wakil Bupsti untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dan
Luar Kota lalam Provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon
I, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Eselon Ill/a
pada Sekrerariat Daerah dan Camat;

c. Asisten peda Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian dan
Pegawai/stif dibawahnya di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD pada PD berkenaan; dan

e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada
Pejabat yang ‘litunjuk atau Atasan Pejabat vang berwenang dari
pegawai yang bersangkutan, jika Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) b erhalangan.

Penerbitan SFD dan tanggal tiba kembali di tempat kedudukan
pada SPD ditadatangani oleh PPK.

Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK, SPD ditandatangani
oleh PA/KPA selaku PPK.

Dalam hal PFK berhalangan, SPD ditandatangani PA/KPA atau
Pejabat lainny1 yang ditunjuk sesuai dengan delegasi wewenang,.
Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum dilam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan diiri Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal pe aksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam
rangka rapat, seminar, dan scjenisnya dengan beban biaya oleh
satuan kerja penvelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara
kolektif dengan melampirkan daftar peserta/pengikut yang telah
disahkan oleh PPK pada PD penyelenggara.

Daftar peserti/pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala PD berweneng untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas dan
alat transport vang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
Jabatan yang bersingkutan dengan memperhatikan kepentingan serta
tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a,

o oo T

uang harian;

biaya transpoit;

biaya penginaan;

uang representasi; dan

biaya pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19}.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2]

(3)

)

Pasal 10
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 9 huruf a merupakan penggantian biaya
keperluan sehuari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan pﬁrint:;lh
Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan Diras di dalam negeri (baik Dalam Kota dan Luar Kota)
vang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transport
lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tgas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yany; diselenggarakan di Dalam Kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di Luar Kota.

Selama masa pandemi Cerona Virus Disease 2019 (COVID-19j ,
untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat
dibiayai dengan Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sesuai dengan biaya riil.

Pasal 11

Untuk alokasi uang harian dalam kegiatan rapat atau pertemuan
diluar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) satuarn
biayanya sebagaimana tencantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.
Uang harian s=bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
oleh panitia penyelenggara atau dibebankan kepada peserta.

Panitia yang riemerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau
pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan
biaya pengin:pan dan uang harian Perjalanan Dinas untuk 1
(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.

Besaran biay:. tambahan bagi Panitia yang memerlukan waktu
tambahan un-uk berangkat atau pulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisah <an dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12
Komponen tiaya transpert Perjalanan Dinas sebhagaimara
dimaksud daliim Pasal 9 huruf b, terdiri dari :

a. biaya tiket pesawat pergi pulang (PP},
b. biaya taks:;

¢. biaya transportasi darat dari Daerah ke Kabupaten/Kota
lainnya atau Ibu Kota Provinsi dalam Provinsi vang sama
foneway); lan

d. Biaya transport lokal Dalam Kota.

Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawalt udara pergi
pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara
kota tujuan.

Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inl,

Pembiavaan iiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran
standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud p:ida ayat (3) sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran 1iil (pembiayaan secara at cost).
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(&)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk 1
(satu) kali perjilanan taksi meliputi :

a. keberangkatan

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara,
pelabuhian, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke
tempat tujuan; dan

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun menuju
tempat tuyjuan.

b. kepulangar

1) dari terrpat tuyjuan menuju bandara, pelabuhan, terminal,
atau stusiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan
asal; dan

2) dari bardara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan
menuju kartor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lok:si kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan
biaya transpor:asi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi
besaran standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sepanjang didukung dengan biaya pengeluaran riil (pemkiayaan
secara at cost)

Satuan biava tertinggi transportasi darat dan Daerah ke
Kabupaten/Kcta lainnya atau I[bu Kota Provinsi dalam Provinsi
vang sama (o1e way) atau sekall jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan satuan biaya untuk menyusun
perencanaan  kebutuhan  biaya  transportasi darat bagi
Bupati,Wakil 3upati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dari
tempat kedudukan di Daerah ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota
lainnya atau Ihu Kota Provinsi dalan satu Provinsi yang sama atau
sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri.

Satuan biaya tertinggi transport lokal dalam kota dimaksudxzan
untuk biava transport dari kantor ke tempat tujuan dan kembali
lagi ke kantor.

Satuan biaya ‘ertinggi transportasi darat dari Ibukota Provins: ke
Kabupaten/Kcta dalam Provinsi yang sama (one way) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bugpati ini.

Peserta rapat, seminar, sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnva
yang berasal dari masyarakat atau pihak lain dapat diberikan
uang transpo-t lokal secara lumpsum sebagaimana tercantum
dalam Lampirun Peraturan Bupati ini

Pasal 13

Biaya penginajan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal © hurmif ¢, merupakan biaya vang digunakan untuk
menyusun perencanaan  kebutuhan biaya penginapan dalam
rangka pelaksinaan Perjalanan Dinas dalam negeri.
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(2)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

Tingkat biaya penginapan untuk pihak lain ditentukan oleh PA

dengan mempertimbangkan Jabatan, tingkat pendidikan dan

pertimbangan lainnyva dalam rangka untuk kepentingan

Pemerintah Daerah.

Dalam hal Peliksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana cimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Pelaksana 3PD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif biaya penginapan Perjalanan Dinas
kota tyjuar; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayvarkan secara Lumpsum.
Biaya penginajan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d,
hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Pejabat Esclon II yang melaksanakan
Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi vang melekat pada Jabatan.
Uang represertasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran
tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon Il dalam rangka
Perjalanan Dinas, seperti biaya tips parter, tips pengemudi yang
diberikan secara Lumpsum.
Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahl.an dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Biaya Perjalaran Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum;

b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Ruiil
berdasarkan fasilitas transport,

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
tidak meletihi standar;

d. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum; dan

e. rapid test/uwab antigen dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal Perjalanan Dinas telah mempergunakan kendaraan
dinas operasio 1al maka tidak mendapatkan biaya transport lokal.

Pasal 16

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan
kegiatan sejeris lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal biara Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
Perjalanan Dirnas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD
Pelaksana SPL.
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(3)

(4)

(=)

(6)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Panitia penvelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan
mengikuti rape t, seminar, dan kegiatan sejenisnya.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-
sama untuk rielaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan
kegiatan sejen snya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal bieya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana cimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Lama pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas berdasarkan
pertimbangan pejabat yang menandatangani Surat Tugas dengan
mempertimbangkan Asas Kewajaran.

Pasal 17
Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas ke Luar Kota
dalam Provnsi dapat  diberikan penginapan dengan

mempertimbaiigkan prinsip selektif, efektif dan efisien.

Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas di Dalam Kota
dapat diberikan penginapan dengan mempertimbangkan prinsip
selektif, efektif dan efisien.

Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas di Dalam Kota
dengan mengnap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
Sopir diberiken perjalanan dinas untuk pelaksanaan Perjalanan
Dinas ke Luar Kota.

Pasal 18

Biaya Perjalaran Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan
Dinas Jabatar dilaksanakan.

Dalam hal Pejalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan,
biaya Perjalanin Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan se elah Perjalanan Dinas selesal.

Pasal 19

Dalam hal jurilah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat
diberikan tamnbahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan biaya transport.

Tambahan uaig harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
biaya transpo't sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan
kepada Kepila PD untuk mendapat persetujuan  dengan
melampirkan iokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala

Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
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(3)

(4)

Berdasarkan lokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala PD/PPL. membebankan biaya tambahan uang harian, biaya
penginapan, uang representasi, dan biaya transport pada DPA-
SKPD berkenaiin.

Dalam hal junmilah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uan: harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
biaya transpor: yang telah diterimanya kepada Kepala PD/FPK.

Pasal 20

Biaya Perjalanan D nas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit

SPD:

(1)

(2)

(3)

(1)

(3]

(1)

(2)

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PIIMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling
cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
Pada akhir tzhun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat melebihi § (lima) hari kerja menyesuaikan
dengan Ketentuan vang mengatur mengenai langkah menghadapi
akhir tahun anggaran.

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme
UP dan/atau mekanisme Uang Muka atau mekanisme LS
Rampung.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
dilakukan melalui

a. perikatan cengan penyedia jasa dan

b. Pelaksana 3SPD.

Perjalanan Dmnas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan

dengan penyelia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat,
seminar den sejenisnya.

Pasal 23
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP
dilakukan dergar memberikan Uang Muka kepada Pelaksana SPD
oleh Bendahaia Pengeluaran.
Pemberian Uing Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan persetujuan pemberian Uang Muka dari Kepala PD/
PPK dengan mrelampirkan dokumen sebagai berikut:
Surat Tugss atau Keputusan Pindah;
fotokopi SE'D;
kuitansi tanda terima Uang Muka; dan
rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

ap o

jdih.bulelengkab.qgo.id




(1]

(2)

(2)

(1)

(3)

(4)

(3)

Pasal 24

Penyedia jasa intuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa
event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa
transportasi, d an perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan se¢suai ketentuan vang mengatur  Pengadaan
Barang/Jasa Femerintah.

Komponen binva Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan
dengan peritatan meliputi biayva  transport termasuk
pembelian / per gadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 25

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1
(satu) paket kezlatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan
melebihi tarif iket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi a au tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan
oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 26
Pembayaran Oiaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa
didasarkan :tas ° prestasi kerja yang telah diselesaikan
sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
Atas dasar prostasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tzgihan kepada Kepala PD/PPK.

Pasal 27

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme
LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening
Bendahara Pe1igeluaran, Pihak Lain atau Pelaksana SPD.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan

kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan

yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan  biaya

Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah

melalui Kepala PD/PPK.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan:

a. menggunakl an Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
untuk tahun anggaran berjalan; atau

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun
anggaran s:belumnya.

Dalam hal bava Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan
kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat
dimintakan ke<urangannya.
Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana limaksud pada ayat (4] dapat dilakukan melalui
mekanisme UF atau LS.

Pasal 28

Tata cara pengajua tagihan kepada Kepala PD/PPK, pengujian Surat
Permintaan Pembavaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membavar (SPM),
dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Pegjabat
Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.
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Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas

(2)

(3)

(1)

(2)

Jabatan, biayva pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD
berkenaan.

Dokumen yvang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon
I bagi Pelaksana SPD Pejabat Eselon Il ke bawah, yvang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan
Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

¢. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya
Transport dan/atau biava penginapan dari perusahaan jasa

transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala
PD/PPK.

Biaya pembatalan vang dapat dibebankan pada DPA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
atau |

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund .

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 30

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan

Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada

pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang
dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; |

c. uket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

¢. bukti pembayaran yang sah untuk transportasi berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi atau
badan usaha lainnya; dan

[. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
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(3) Dalam hal buliti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf e, dan huruf {
tidak bisa dise takan, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran Riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 31

(1) Kepala PD/PPK melakukan Perhitungan Rampung gseluruh bukti
pengeluaran tiaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada
Bendahara Pergeluaran.

(2) Kepala PD/PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran
sebagaimana cimaksud dalam Pasal 30,

(3) Kepala PD/PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bulkti
pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan
Pencairan Dana (SPM/SP2D) Pembayaran LS Perjalanan Dinas.

Pasal 32

Pihak yang melakikan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali
atau lebih) dalam psrtanggungjawaban Perjalanan Dinas yang, berakibat
kerugian Daerah, bortanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
yang dilakukan.

BAB VI
PZRJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

(1) Bupati /Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN,
dapat melakulan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN,
yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri
dikoordinasikiin oleh PD yang menangani kerja sama luar negeri.

(3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka :

a. penjajakar kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar
negeri;
b. tindak laniut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar
negeri,;
¢. mengikuti dan/ataa melaksanakan promos:t dan pameran
potensi da1 budaya daerah;
. kunjungar persahabatan;
pendidikar. dan pelatihan;
studi bancing;
seminar;

. lokakarya;

konferensi,

pertemuar Internasional,

penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau

narasumb 1/ pembicara.
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(4)

(5)

(6)

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan denzan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat

tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan

kerja sama luar negeri.

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dilikukan antara lain :

a. terjadi bencana alam;

b. terjadi bencana sosial;

c. pemilihan 1mum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan DPRD;

d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

e, pemilihan Fepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil Perjalanen Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secaa konkrit dapat dimanfatkan bagi peningkatan

kinerja Pemeriitah Daerah.

Pasal 34
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas komponen sebagai
berikut:
a. biaya transpor:asi,
b. uang harian; dan
€. uang represeniasi.
Bagian Kedua
Dol:umen Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 35

(1) Bupati/Wakil 3upati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN,
dalam melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri harus memiliki
dokumen adm nistrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri.

(2) Dokumen acministrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri
sebagaimana cimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. surat rekoriendasi izin Perjalanan Dinas;
b. surat perseujuan Perjalanan Dinas;

¢. Paspor Dinas yang masih berlaku;

d. Exit Permit; dan

e. Visa untuk negara tertentu.

(3) Dokumen adninistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) huruf a Perjalanan Dinas dengan tujuan penjajakan kerja
sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, disertai
dengan kajian rencana kerja sama.

(4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) huruf b dan huruf j Perjalanan Dinas dengan tujuan
tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar
negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat
pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesual dengan
ketentuan Peraituran Perundang-undangan,

(5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) huruf ¢ Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan
pameran poteasi dan budaya Daerah, disertai dengan surat profil
Daerah yang ¢ kan dipromosikan.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11

(12)

(1]

(2)

(3)

Dokumen adm inistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) huru’ d Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan
persahabatan, disertai dengan surat Kkonfirmasi perwakilan
Republik Indoresia di negara tujuan.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
avat (3) huruf e Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan
pelatihan, discrtai dengan keterangan untuk mengembangkan
sumber dava manusia dengan meningkatkan pengetahuan,
keterampilan can sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari
negara yang di‘ujl.

Dokumen adniinistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) huruf f Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding

disertai dokuinen vyang menyatakan urgensi dari pelaksanaan
studi banding dimaksud.

Dokumen adninistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) huru/ g dan hurul h Perjalanan Dinas dengan tujuan

seminar dar lokakarya, disertai keterangan urgensitas
seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan
tugas dan fungsi.

Dokumen adrinistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) hurul i dan huruf | Perjalanan Dinas dengan tujuan

konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari

Kementerian/l.embaga terkait.

Dokumen adriinistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) huruf k Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatangan

naskah kerja nama, disertal dengan surat persetujuan Pemerintah

Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen adriinistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3) huruf | Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan

menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan
bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.
Pasal 36

Peserta Perjalinan Dinas Luar Negeri paling banyak 5 (lima) orang

termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

Peserta Perjalinan Dinas ke luar negern lebih dari 5 (lima) orang

dalam hal:

a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar
negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat
daerah terlkait;

b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran
potensi da1 budaya daerah;

¢. kunjungar persahabatan; atau

d. pendidikar dan pelatihan.

Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh)

hari kalender.

Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh)

hari kalender dalam hal :

a. perundingu dan atau konferensi internasional atas dasar
penunjuken langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara,
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(1)

(2)

(1)

(2)

b. delegasi k¢seman dan kebudayaan untuk promosi dan
pameran potensi dan budaya daerah; atau

c. pendidikan dan pelatihan,

Bagian Ketiga
Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 37

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum
melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat
permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.

Surat permohcnan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat undengan/surat balasan kunjungan dari negara atau
tempat yang dituju/surat konfirmasi dari Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI);

b. kerangka a-uan kerja;

salinan duftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian

s pelaksanaan anggaran;

d. jadwal pela¢sanaan kegiatan;

e. rincian biava perjalanan dinas;

. data personil peserta;

g. surat keteringan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan

h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat:

a. nama dan jabatan;

b. nomor induk pegawai bagl PNS;

tujuan keg atan;

manfaat;

kota/negara yang dituju;

waktu pelaksanaan; dan

sumber pendanaan.

m o o0

Pasal 38
Bupati meng:jukan surat permohonan untuk penerbitan surat
rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 avat (2) huruf a kepada Sekretaris Jenderal melalul
Gubernur un uk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten serta
Pegawai ASN «li lingkungan kabupaten.
Gubernur meneruskan surat permohonan Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], paling lama 5 (lima) Hari
setelah permohonan diterima oleh Gubernur.
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat
rekomendasi zin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), keruali Perjalanan Dinas untuk Pegawai ASN di
lingkungan kabupaten seria meneruskan kepada Kementerian
Sekretariat negara atau menolak permohonan disertai dengan
alasan,
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(4

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal
dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas untuk
ASN di lingkungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), serta mereruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara
atau menolak permohonan disertai dengan alasan.

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal
menerbitkan surat rekomendasi permohonan Paspor Dinas
dan/atau Exit Permit dan/atau rekomendasi Visa untuk pemohon
Perjalanan Dinas di lingkungan kabupaten, yang ditujukan kepada
Direktorat yan(: membidangi kensuler di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 39
Surat permohonan beserta Lampiran dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan
melalui unit lazanan administrasi/Sistem Online Kemendagri.
Surat permolbonan beserta lampiran dokumen dari provinsi
sebagaimana (limaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10
(sepuluh) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 40
Bupati/Wakil 3upati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN
yang melakukin Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat
pengesahan.
Dalam hal wilavah tujuan Perjalanan Dinas ke luar negeri tidak
terdapat perwakilan Republik Indonesia, Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawal ASN, yang melaksanakan
Perjalanan Dilas Luar Negeri harus medapat pengesahan dan
Pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 41
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawal
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah melaporkan hasil
perjalanan dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal
melalui Kepale. Pusat Fasilitasi Kerja Sama.
Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampail:an paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai
melakukan perjalanan dinas.
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai
ASN di linglungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan
perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh
kewajiban peluporan.
Format Laporan hasil perjalanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan Perjalanan Dinas bersumber dari

a.
b.

G

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

APBD; dan
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43
(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati/Wakil
Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN untuk
melakukan Perjalanan Dinas.
(2) Perintah pejakbat penerbit surat tugas kepada pihak lain untuk
melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam surat penunjukan.

(3) Contoh forma: surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebageimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
Nomor 50 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2020 tenteng Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor ©)
dicabut dan dinyate kan tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan Bupati ir i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oranj; mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeran
Kabupaten Bulelen;t.

Diundangkan

Salinan sesuai degl gan aslinva Ditetapkan di Singaraia.
K By Hukum, pada tanggal 23 November 2021
Kepala BUPATI BULELENG,
ftd ttd
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001 PUTU AGUS SURADNYANA

di Singaraja

pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 44
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LAMFIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS UNTUK PEJABAT NEGARA

1tOP BURUNG GARUDA

SURAT TUGAS
NOMOR 1 coeniees

Yang bertanda tangan libawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Gol Ruang
Jabatan

Menugaskan kepada
Nama

NIP

Pangkat / Gol Ruang
Jabatan

Untuk Tujuan !

-----------------------------------------------------------------------------

Selama

Demikian surat tugis ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang
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B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH TUCGCAS UNTUK DPRD, PEGAWAL APARATUR SIFIL NEGARA

DAN PIHAK LAIN

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP

Pangksat [/ Gol Ruang
Jabatan

Menugaskan kepada
MNama

MIF

Pangkat / Gol Ruang
Jabatan

Untuk Tujuan

Selama

SLRAT TUGAS
NOMOR & vesererinrenn,

Demikian surat tugas ini dibuat untul: dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Siagaraja,
Pejabat vang berwenang
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C. CONTOH SURAT DELEGAS! PENERBITAN SURAT TUGAS DELEGASI PENERBITAN SURAT
TUGAS (ST)

DELEGAS] PENERBITAN SURAT TUGAS (8T)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama :

NIP

VSRR ) i i e s e et o el e,

dengan ini mendelegasikan kewenangan unt ik penerbitan Surat Tugas (SPT) selama kami tidak ada
ditempat, kepada:

Nama

MNIP

Jabatan A R e e R L T A e R T
Alamat T LT Wi

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surst Tugas (ST) kam: buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

D. CONTOH SURAT DELEGASI PENERBIT AN SURAT PERJALANAN DINAS
DELEGAS] PENERBITAIl SURAT PERJALANAN DINAS [SPD)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jabatan s A R TS AR S n B e e B R s
SKPD G e s T L F e e e e

dengan ini mendelepasikan kewenangan ur tuk penerbitan surar Perjalanan Dinas (SPD)*] selama
kami tidak ada ditempat, kepada:

MNama T L S R e SR S A R
Jabatan e R
Alamat b A A A A P S e e A O E AR

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surit Perjalanan Dings (SPDJ"] kami buat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala/Yang Mendelegasikan
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E. CONTOH SPD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah ! Lembar ke .

....................................... Nomor

BUPAT] BULELENG
Surat Perjalanan Dinas

1 |Pejabat Pembuat Komitmen

2 |Nama /NIP Pegawai yang melaksanakan)
perjalanan dinas

3 |a. Pangkatr dan Golongan a.
b, Jabatan/Instans b
¢c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.

4 |Maksud Perjalanan dinas

5 |Alat angkut vang dipergunalan

6 |a. Tempat berangkat a,
b, Tempat tujuan b

7 |a. Lamanya perjalanan dinas a,
b Tanggal beranghat .
¢. Tanggal harus kembali/tiba dl  rempat

baru*) o

8 |Pembebanan anggararn
a. Instansi

b. Akun

9 |Keterangan lain-lain

*} Coret yvang tidak perliu
Dikeluarkan di ;
Tanggal,
Pejabat Pembuat Komitmen,

nNIH
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Berangkat dari
(tempat Kedudukan)
K=

Pada Tangeal

Pejabai Pembuat Komitmen

NiB
I |Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke tempat tujuan
Kepala Kantor : Pada Tanggal
T e P e | b, . }
111 |Tiba di Berangkat dari
FPade Tanggal Ke tempat tujuan
kepala Kantor ; Pada Tanggal
- T gind
IV |Tiba kembali di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
(Tempat Kedudukan) perjalanan  (ersebut atas perintahnya dan
Pada Tangeal semata-mata untuk  kepentingan jabatan
dalam wakiu vang sesinghat-singkatnya.
FE]ELUET. Pembuat Komitmen Pejabat Pembunt Komitmen
T P GO AR L e | [ e e N )
NIP. NIP.
V' |Catatan lain-lain
V1l FPERHATIAN ;

PPK wang menerbitkan SPD, pegaw:a
mengesahkan tanggal berangkat/tiba

berdasarkan peraturan-peraturan Keusnpan Negara apabila negara menderita rugi akibat

kesalahan, kelalaian dan kealpaan,

ang melakukan perjalanan dinas, para pejabal yang

bendakiara pengeluaran bertanggungjawab
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F. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Daftar Peserta/Pengikut SPD

Lampiran SPD
Nemor ....... Tanggal .......... {1}
DAFTAR PESERTA KEGIATAN ... iiiiiiiaiins (2)
TANGGAL PENYELENGGARAAN ... . 5 o 13)
KOTA TEMPAT PENYELENGGARAAN ... (4)
SATIIAN BERIN < oo s susneess i s mmiasisensr o (5]
Surat Tugas Tanggal
. g Tingkat Alat h‘.eberang%{at Tiba Lamanva
N Nams Pelaksana Pangkat/ iatiatar: | Kn di:‘:;izll(an Biava Anghkutan an Darl Kembal Perjz}lanan Keterangan
= SPD/NIP Golonigan ' asal Perjalanan Yang Nomor | Tanggal _ Tempat Kedudukan Dinas
s Dinas digunakan Kedudukan keal
Azal
12 13)
) ) 3) ) (5) (©) (7) 8) (9) (10) thl) L '

.................................... i (19)
Pejabat Pembuat Komitmen SKPD
(20) (21)
NAMA /[ NIP
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PESERTA/PENGIKUT KEGIATAN RAPAT,
SEMINAR, DAN SEJENISNYA (LAMPIRAN SPD)

(1) Diisi nomor dan tanggal Surat Perjal inan Dinas (SPD).

(2) Diisi nama/jenis kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.

(3) Diis: tanggal penyelenggaraan kegiatin rapat, seminar dan scjenisnya.

(4¢) Diisi nama kota tempat penyelengga aan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.

(5) Diisi nama satuan kerja penyelengge ra kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama dan NIP Pelaksana SPD.

(8) Diisi pangkat dan golongan Pelaksara SPD.

(9) Diisi jabatan Pelaksana SPD.

(10) Diisi kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SFPD.

{11) Diisi dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD.

{12) Diisi alat angkutan yang digunakan “sesual dengan bukti riil,

(13) Diisi nomor Surat Tugas Pelaksana 3PD

(14) Diisi tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.

(15) Diisi tanggal keberangkatan dari keta tempat kedudukan asal/instansi/satuan keérja
Pelaksana SFPD.

(16) Diisi tanggal tiba kembali di tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.

(17) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.

(18) Diisi keterangan lain bilamana dipe Qukan

(19) Diisi kota/tempat kedudukan asal Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, dan tanggal
pengesahan PPK,

(20) Dnisi tanda tangan Pejabat Pembual Komitmen SKPD.

(21) Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuet Komitmen SKPD.
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Contoh Format Surat Penunjukan

Kop SKPD
SURAT PENUNJUKAN
Nomaor : 800/ {111 8T ! BPKPD / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini .

NMama

MNIP
Pangkal/ Gal
Jabatan

Dengan ini menunjuk/ memberikan perint :h kepada :

1 Nama
Nip.
Pangkal / Gol.Ruang

Jabatan

Demikian surat penunjukan ini dibua’ untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,

Pejabat yang berwenang
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H. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA "ERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor
Tanggal

MNomor Perincian Biava Jumlah (Ep) keterangan

Jumlah ¢
TerBUBRE ;- e s e e s s SRR
Telah dibayar sejumlah nang : Telah diterima sejumlah vang :
Bendahara Pengeluaran . Yang menerima :
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah 73> TS DU e 1]
Yang telah dibayar semula RP. «voeeeiisbinmsdagiiomsennns saisamens 2)
Sisa kurang/lebih R -ssuisisiisnsmyegronsanrsersseaizases 3
Kepala SKPO/ PPK,
[ - I
MIP.

1. Jumlah biaya riil yang dikeluarkan
2. Jumlah uang vang diterima semuila
3. Selisih kurang atau lebih
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[. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah i

Nama R —— .

MNIP AR

B T 1 2-0 o T e

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD] Nomor ..o Tanggal .......0v..,, deEngan

ini kami menyatakan dengan sesungguhnye bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biiya penginapan di bawah ini yang tidak dapat
diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, 1 wehiputi -

NOMOR URAIAN JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apibila dikemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menvetorkan kelebihan te rsehut Ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat cengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengctahui;Menycmjui: T il Y 20..
Kepala SKPD ... Pelaksana SPD,
meterdl
MBTHB:Y s Nama & i iinines
31 £ 2 1 48 =
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J. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN "'UGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBAT/ALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR it i
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama b R R S <5 A W R T
1= T R
Jabatan . SO N S S S OB ol APAre ey -l T3
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama
Nama e R A R Y Nk e R e

NIP I OO A e s i O TR
Jabatan B S S .
SKPD B o e I I e,

dibatalkan atau tidak dapat dila<sanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnva yang sangat mendesal:/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

-------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh pejabat/pegawai ne:eri lain.

Demikian surat pernyataan ini dituat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentnan hukum yvang berlaku.

..............................................

..............................................
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K SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN SIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NBITR. 5 e amesmams sms g

WP i adliarss ity sdaliiy va s S b i ) Ced e vaRF e s s

Jabatan : Kepala SKPD . omenymremmie s i

menyatakan dengan sesungguhnya, babwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas
NOIMIOE: aei e otanggal, ... dan SPPD Nomor...... Aanggal..........Aras nama;

dibatalkan sesuai dengan surat Pernsataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor
............. tanggal oo

Berkenaan dengan pembatalan tersebit, biaya transpor BEFUPA (veenrosewoeeoene GBRA biaya penginapan

yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund

(sebagian/seluruhnya) sebesar |4 » IR S T . sehinpen dibebankan pada DPA Namor:
& tangpaliaseson eoatker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebeparnya dan apabila dikemudian hari ternyata SUret
pernyataan ini tidak benar dan menin bulkan kKerugian Daerah, saya bertanggung jawab penub dan
bersedia menvetorkan Kerugian daerah tersebut ke Kas daerah.

..............................................

............................................
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‘M. FORMAT SURAT IZIN

SURAT IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama R T e
NIP D g S A o e i
Jabatan R S eeme oy e s e M R A )
Dengan ini memberikan izin perjalanan dinas kepada:
Nama R T
NIP D e S i N R A b e
Jabatan L O s
SKPD :

Untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar kota lebih dari 3 hari dalam
rangka .........(koordinasi, konsult \si, pengiriman dokumen, atau kegiatan sejenis

lainnya)......... dengan perimbangan .. R

Demikian surat izin ini dibuat untul: dapat dipergunakan sebagaimana meéstinya.

.............................................

..............................................

jdih.bulelengkab.go.id




N. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALAD AN DINAS LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Kegiatan
C. Tujuan dan Sasaran
D. Ruang Lungkup Kegiatan
E. Agenda Kegiatan

I[I. PELAKSANAAN
A, Waktu dan Tempat
B. Hasil Kegiatan

III. PEMBIAYAAN

IV.PENUTUP
A. Rencana Tindak Lanjut
1. Sasaran Output untuk Pemda/Crganisasi
2. Sasaran Outcome untuk Pemda, Organisasi
3. Strategi Pencapaian Output dan Outcome
B. Hambatan dan Tantangan

V. LAMPIRAN
A. Surat permohonan rekomendasi dai Pemerintah Daerah
B. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
C. Surat persetujuan yang dikeluarkar oleh Kementerian Sekretaris Negara

D. Dokumentasi
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LAMPIRAN I[I

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Jenis dan Kelas Angkutan

URAIAN

KELAS BISNIS /

ERKONOMI
A. [PEJABAT NEGARA
1. |Bupati Bisnis
2 [Wakil Bupati Bisnis
B. |PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1 |Ketua DPRD Ekonomi
2 |Wakil Ketua DPRD Ekonomi
3 |Anggota DPRD Ekonomi
C. |PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 |Pejabat Pimpinan Tinggi Pratana Ekonomi
2 |Administrator Ekonomi
3 |Pelaksana Ekonomi
B. Uang Representasi
Dalam Kota
NO. URAIAN Luar Kota Ic.blh Dgr: 8 SATUAN
(Rp] (Delapan)
Jam (Rp)
1 |Pejabat Negara, Pejabat Daerat 250.000 125.000 P Tt
2 |Pejabat Eselon II 150.000 75.000
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C. UANG HARIAN PERJALANAN DIlAS DALAM NEGERI

No. DALAM KOTA SATUAN NILAI DIKLAT

(1) (2) (3) (4) (5)

1 |LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH 190.000,00 140.000,00
Na. PROVINSI SATUAN LIUJAR KOTA DIKLAT

(h (2) 3) () (5)

1 |ACEH OH 360.000,00 110.000,00
2 |SUMATERA UTARA OH 370.000,00 110.000,00
3 |RIAU OH 370.000,00 110.000,00
4 |KEPULAUAN RIAU OH 370.000,00 110.000,00
5 |JAMBI OH 370.000,00 110.000,00
6 [SUMATERA BARAT OH 380.,000,00 110.000,00
7 |SUMATERA SELATAN OH 380.000,00 110.000,00
8 |LAMPUNG OH 380.000,00 110.000,00
9 |BENGKULU OH 380.000,00 110.000,00
10 |BANGKA BELITUNG OH 410.000,00 120.000,00
11 |BANTEN OH 370.000,00 110.000,00
12 |JAWA BARAT OH 430.000,00 130.000,00
13 |D.K.I. JAKARTA OH 530.000,00 160,000,00
14 [JAWA TENGAH OH 370.000,00 110.000,00
15 |D.I. YOGYAKARTA OH 420.000,00 130.000,00
16 |JAWA TIMUR OH 410.000,00 120.000,00
17 |BALI OH 480,000,00 140.000,00
18 |NUUSA TENGGARA BARAT OH 440.000,00 130,000,00
19 |NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000,00 130.000,00
20 |KALIMANTAN BARAT OH 380.000,00 110.000,00
21 |KALIMANTAN TENGAH OH 360.000,00 110.000,00
22 |KALIMANTAN SELATAN OH 380.000,00 110.000,00
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 430.000,00 130.000,00
24 |KALIMANTAN UTARA OH 430.000,00 130.000,00
25 |SULAWESI UTARA OH 370.000,00 110.000,00
26 |GORONTALO OH 370.000,00 110.000,00
27 |SULAWEI BARAT OH 410.000,00 120.000,00
28 |SULAWES] SELATAN OH 430.000,00 130.000,00
29 [SULAWESI TENGAH OH 370.000,00 110.000,00
30 |SULAWESI TENGGARA OH 380.000,00 110.000,00
31 |MALUKU OH 380.000,00 110.000,00
32 |MALUKU UTARA OH 430.000,00 130.000,00
33 |PAPUA OH 580.000,00 170.000,00
34 |PAPUA BARAT OH 480.000,00 140.000,00
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D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No. PROVINSI SATUAN F%%fgfg R Fg IL Jﬂﬁfﬁ f'ID Hiﬁfgfywm RESIDENCE DI
KOTA KOTA DALAM KOTA | DALAM KQTA
{1) 2) 3) (4) 3] (6) (7)
T i GH 120.000,00 |  120.000,00 85.000,00 120.000,00
2 |SUMATERA UTARA OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
3 |rRiaU OH 130.000,00 | 130.000,00 85.000,00 130.000,00
4 |KEPULAUAN RIAU OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
5 |[JAMBI OH 130.000,00 | 130.000,00 95.000,00 130.000,00
b EUMATERA BARAT OH 120.000,00 | 120.000,00 85.000,00 120.000,00
7 |SUMATERA SELATAN| OH 120.000,00 |  120.000,00 85.000,00 120.000,00
8 |LAMPURG OH 130.000,00 | 130.000,00 95.000,00 130.000,00
8 |[PERGEYLY OH 130.000,00 | 130.000,00 95.000,00 130.000,00
10 |BANGKA BELITUNG OH 130.000,00 |  130.000,00 95,000,00 130.000,00
3 | FRAIVERAN OH 120.000,00 |  120.000,00 85.000,00 120.000,00
13 [FAWA BARAT OH 150.000,00 | 150.000,00| 105.000,00 150.000,00
13 [BK.I JAKARTA OH 180.000,00 |  180.000,00] 130.000,00 180.000,00
L4 |JAWA TENGAH OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
15 |D.1. YOGYAKARTA OH 140.000,00 |  140.000,00 | 100.000,00 140.000,00
15 [EAWA TIMUR OH 140.000,00 | 140.000,00 |  100.000,00 140.000,00
L7 [BAL OH 160.000,00 |  160.000,00| 115.000,00 160.000,00
18 gﬁé:'r TENQOARM oy 150.000,00 | 150.000,00| 105.000,00 150.000,00
0 s ey 140.000,00 |  140.000,00|  100.000,00 140.000,00
20 |KALIMANTAN BARAT OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
21 ,fg;g’ﬁqm“ OH 120.000,00 |  120.000,00 85.000,00 120.000,00
22 S“gtﬁiﬁ”“ OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 150.000,00 | 150.000,00| 105.000,00 150.000,00
24 |KALIMANTAN UTARA | OH 150.000,00 |  150.000,00| 105.000,00 150.000,00
25 |SULAWESI UTARA OH 130.000,00 130.000,00 95.000,00 130.000,00
26 |GORONTALO OH 130.000,00 |  130.000,00 95.000,00 130.000,00
27 |SULAWEI BARAT OH 120.000,00 | 120.000,00 85.000,00 120.000,00
28 [SULAWESI SELATAN OH 150.000,00 |  150.000,00| 105.000,00 150.000,00
29 |SULAWESI TENGAH OH 130.000,00 130.000,00 95.000,00 139.000,00
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' SAULLBOARD FULLBOARD FULLDAY/
No PROVINSI SATUAN | DI LUAR DI DALAM | HALFDAY D1 | RESIPENCE Ol
KOTA KOTA DALAM KoTa | PALAM KOTA
(1) (2) (3) (<) (5) (6] [7)
a0 SULAWESI OH
TENGGARA 130,000,00 130.000,00 95.000.00 130.000,00
31 IMALUKU OH 120.000,00 | 120.000,00 85.000,00 120.000,00
32 |MALUKU UTARA OH 130.000,00 130.000,00 95,000,00 130.000,00
3 U OH 200.000,00 | 200.000,00 |  140.000,00 200.000,00
34 |PAPUA BARAT OH 160.000,00 | 160.000,00 |  115.000,00 160.000,00
Keterangan :
1 Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard discdiakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor se hari penuh dan menginap.
2 Paket Fullday
satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan diluar kantor minumal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
3 Paket Halfday
Satuan Biaya paket halfday disecdiakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor mmimal 5 (lima) jamn tanpa menginap.
4 Paket Residence

Satuan biaya Paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan
vang diselenggarakan di luar kancor minimal 12 {dua belas) jam dan tanpa menginap.
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E. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

- PEJABAT PEJABAT | ; PEJABAT N | GoLONGAN | GOLONGAN 1
No. PROVINSI saTuan | KEPALA |KETUADERD| ANGOOTA | copony | EsgLoNm | SOLONGAN | popyon v | SOUORSAN | S
DAERAH (R R e IV (R 1 (Rpd 11 (Rp] ®p]
®p|  Rp) | DPRD(Rp) | PSELO (Rp) ®pl (Rp) x
(1) (2) (3) (4 (5) 6] (7] (8) (@) (10) (1L (12) (13)
1 |ACEH OH 4.420.000] 4.420.000| 3.526.000 3526.0000 1.204.000| 1.294.000| 556.000] 556.000| 556.000 556.000
2 |SUMATERA UTARA OH 4.960.000] 4.960.000] 1518000 1518000 1.100.000 1.100.000f 530.000f 530.000| 530.000 530.000
3 |RIAU OH 3.820.000f 3.820.000| 3.119.000| 3.119.000( 1.650.000| 1.650.000f 852.000 852,000 852.000 852.000
4 |KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000 4.275.000| 1.854.000| 1.854.000| 1.037.000| 1.037.000| 792.000] 792.000| 792.000 792.000
5 [JAMBI OH 4.000.000{ 4.000.000| 3.337.000] 3337.000] 1.212.000| 1.212,000{ 580.000] 580000| 580.000 580.000
6 |SUMATERA BARAT OH 5.236.000| 5236000 3.332000| 3332000 1.353.000] 1.353.000] 650.000] 6500001 @ 650.000 650.000
7 |SUMATERA SELATAN| OH 5.850.000| 5.850.000 3.083.000| 3.083.000| 1.571.000| 1.571,000| B861.000] 861.000| 361.000 861.000
LAMPUNG OH 4.491.000| 4.491.000| 2.067.000| 2067.008| 1.140.000| 1.140.000| 580.000| 580.000| 580.000 580.000
9 |BENGKULU OH 2.071.000] 2.071.000] 1.628.000| 1.628.000| 1.546.000| 1.546.000f 630.000] 630.000| 630.000 630.000
10 |BANGKA BELITUNG OH 3.827,000| 3.827.000] 2.838.000( 2838000 1957.000f 1.957.000] 622.000] 622000 622.000 622.000
Il |BANTEN OH 5.725.000| 5.725.000f 2373000| 2373000/ 1000000| 1.000.000f 718.000f 718.000(  718.000 718.000
12 [JAWA BARAT OH 5.381.000] 5381000 2755000 2755000 1.006000| 1006000 570.000f 570.000| 570.000 570.000
IRATEK] FAARTA OH Se5e000] segafnn! Yanagesl 5 odan onn 252000 IFZ0U0] 1 OV.UWU £ 3U.UUU [ 3U.000 730.000
14 |JAWA TENGAH OH 4.242.000| 4.242.000{ 1.480.000] 1.480.000 954.000 954.000] 600.000{ 600000 600.000 600,000
15 |D.1. YOGYAKARTA OH 5.017.000] 5.017.000| 2.695.000| 2.695.000[ 1.384.000| 1.384.000| 845000 845.000| 845.000 845.000
16 |JAWA TIMUR OH 4.400.000 4.400000| 1605000 1605000 1.076.000| 1.076.000] 664.000] 664.000| 664.000 664.000
17 |BALI OH 4.890.000f 4.890.000| 1946.000| 1.946.000 990000 990.000] 910.000{ 910.000[ 910.000 910,000
NUSA  TENGGARA
18 | BARAT OH 3.500.000] 3.500.000{ 2648.000] 2648.000] 1418000 1418000 580.000/ 580.000| 580.000 580.000
NUSA  TENGGARA
9 vur OH 3.000.000 3.000.000 1.493.000| 1.493.000| 1.355.000| 1.355.000| 550.000| 550.000|  550.000 550,000
20 |KALIMANTAN BARAT | OH 2.654.000| 2654000 1.538.000] 1538.000| 1.125000 1125000 538.000 538.000| 538.000 538.000
KALIMANTAN
2! [ENGAH OH 4.901.000| 4.901.000| 3.391.000| 3.391.000( 1.160.000[ 1.160.000| 659.000f 659.000| 659.000 659.000
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PEJABAT PEJABAT . PEJABAT | o) ONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN I
KEPALA | KETUA DPRD| ANGGOTA : GOLONGAN | worr oN [V Rol
No. PROVINSI SATUAN ESELON Il ESELON 111 i {Rp) I (Rp) (Rp
: DAERAH (Rp) (Rp) DPRD (Rp) Rp) (R IV (Rp) (Rp)
5 540.000
g [L21niAXN o | a707.000| 4797.000] 3316000 3316.000] 1500000 1500000 540.000] 540.000) 540000
SELATAN
000 804.000
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000| 4.000.000| 2.188.000| 2.188.000 1.507.000 1.507.000 804.000 804 000 BO4
000 804,000
24 [KALIMANTAN UTARA | OH 4,000.000| 4.000.000| 2.188.000| 2.188.000| 1.507.000{ 1.507.000| 804.000 804.000| 804
! 000 782.000
25 |SULAWESI UTARA OH 4,919,000| 4.919.000| 2.290.000f 2.290.000 924.000|  924.000| 782.000| 782.000 ?E;j s -
26 |GORONTALO OH 2 165.000] 4168000] 2.549.000] 2.540.000] 1.431.000{ 1431000 764.000f 764000 7 4lgut} Tmlmﬁ
27 [SULAWEI BARAT OH 4.076.000] 4.076000] 2581000 2.581.000] 1.075.000] 1.075.000] 704.000| 704.000 704. :
‘ 2.000 732.000
28 [SULAWESI SELATAN | OH as20.000l 4820000 1.550.000 1550000 1.020.000 1.020.000( 732.000f 732.000 13
57 51.00( 951.000
29 |SULAWES! TENGAH OH 2 300.000 2309.000] 2027.000] 2027.000] 1.567.000] 1.567.000] 951.000| 951.000 951.000
7 786.000
30 ?g;ﬁ"gi; OH 475000l 2475000 2050000 2059.000] 1207000 1.297.000| 786.000| 786.000) 786.000
= 000 667.000
31 IMALUKU OH 3.467.000| 3.467.000, 3.240.000| 3.240.000 1.048.000| 1.043000f 667.000 667.000 ﬁﬁ?.ggg 600.000
32 [MALUKU UTARA OH 34400001 3440.0001 3.175000] 3.175.000] 1.073.000| 1.073.000{ 600.000) 600.000 6Dﬂ.mn i
e LA e T Faldl a4 BEN AN o SR nnen R R e TaTs 2 F1a non 0 Sy Ao :f:"‘ Ay SRanoon 9:{“_\9': E'.:(:....,.. uuuuuuu
| — - — = = - 000 718.000
34 |PAPUA BARAT OH 38720001 38720000 3212000 3.212000 2056000 2.056.000 718.000] 718.000] 7 18.0
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F. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PEIJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

o, KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ABAL TU.JUAN BISNIS EKONOMI

[1} (2 (3] () (5]

1 | JAKARTA AMBO!! 13.285.000,00 7.081.000,00
2 | JAKARTA BALIKFAPAN 7.412.000,00 3.797,000,00
3 | JAKARTA BANDA ACEH 7.519,000,00 4.492,000,00
4 | JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000,00 1.583.000,00
5 | JAKARTA BANJA RMASIN 5.252.000,00 2.995.000,00
g jﬁg: BATAM 4,867.000,00 2.888.000,00

BENGEKULU 4 .364.000, ; :

5 | JARARTA BIAK 1 4.{}65.000,38 g.gf;ggg:gg
g | JAKARTA DENPASAR 5.305.000,00 3.262.000,00
10 | JAKARTA GOROMNTALO 7.231.000,00 4.824.000,00
11 | JAKARTA JAMBI 4.065.000,00 2.460.000,00
12 | JAKARTA JAYAPURA 14.568.000,00 §.193.000,00
13 | JAXARTA YOGYAKARTA 4.107.000,00 2.268.000,00
14 | JAKARTA KENDARI 7.658.000,00 4. 182.000,00
15 | JAKARTA KUPAN 3 9,413.000,00 5.081.000,00
16 | JAKARTA MAKASAR 7.444.000,00 3.829.000,00
17 | JAKARTA MALANS 4.599 000,00 2.695.000,00
18 | JAKARTA MAMU. U 7.295. 000,00 4.867.000,00
19 | JAKARTA MANALQ 10.824.000,00 5.102.000,00
20 | JAKARTA MANOE WARI 16.266.000,00 10.824.000,00
21 | JAKARTA MATARAM 5.316.000,00 3.230.000,00
22 | JAKARTA MEDARM 7.252.000,00 3.808.000,00
23 | JAKARTA PADAN 3 5.530.000,00 2.952.000,00
24 | JAKARTA PALANGKARAYA 4.984,000,00 2,984.000,00
25 | JAKARTA PALEM 3ANG 3.861.000,00 2.268.000,00
26 | JAKARTA PALU 9.348,000,00 5.113.000,00
27 | JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000,00 2.139,000,00
28 | JAKARTA PEKANIARU 5.583.000,00 3.016.000,00
29 | JAKARTA PONTIANAK 4,353.000,00 2.781.000,00
30 | JAKARTA SEMARANG 3.561.000,00 2.182.000,00
31 | JAKARTA SOLO 3.861.000,00 2.342.000,00
32 | JAKARTA SURABAYA 5.466.000,00 2.674.000,00
33 | JAKARTA TERNATE 10.001.000,00 £.664.000,00
34 | JAKARTA TIMIKA 13.830.000,00 7.487.000,00
35 |AMBON DENPALAR 8.054.000,00 4.471.000,00
36 |AMBON JAYAPLRA 7.434.000,00 4.161.000,00
37 |AMBON KENDA 21 4.824.000,00 2.856.000,00
38 |AMBON MAKASAR 6.022.000,00 3.455.000,00
39 |AMBON MANOK WARI 5.177.000,00 3.027.000,00
40 |AMBON PALU 6.140.000,00 3.508.000,00
41 |AMBON SORON 3 3.637.000,00 2.257.000,00
42 |AMBON SURAB: YA 8.803.000,00 4.845.000,00
43 |AMBON TERNATE 4.022.000,00 1.449.000,00
44 |BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.735.000,00 6.749.000,00
45 |BALIKPAPAN BATAM 10.354,000,00 5.305.000,00
46 |BALIKPAPAN DENPAS AR 10,739 000,00 5.648 000,00
47 |BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000,00 10.086.000,00
48 |BALIKPAPAN YOGYAL ARTA 9.669,000,00 4.749.000,00
49 |BALIKPAPAN MAKAS/ R 12.664,000,00 6.150.000,00
50 |BALIKPAPAN MANAD) 15.702.000,00 7.295.000,00
51 |BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000,00 6.140.000,00
52 |BALIKPAPAN PADANC 10.,942.000,00 5.369,000,00
53 |BALIKPAPAN PALEME ANG 4.445.000,00 4.749.000,00
54 |BALIKPAPAN PEKANE ARU 10.896,000,00 5.423.000,00
55 |BALIKPAPAN SEMAR/.NG 9.445,000,00 4.674.000,00
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KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

No.
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
= i T TR
3 £ / 10,889 000,00 5.113.000,00
o8 BALIII{PAPAN TIMIKA 18.408.000,00 9.445.000,00
ELTYe VAT CRT R M
o BANDA acor JAYAPURA 2197, 0,00 10.717.000,00
.765.000,00 5.380.000,00
62 |BANDA ACEH MAKASAR 12.760.000,00 6.781.,000,00
563 |BANDA ACEH MANAL O 15,798.000,00 7.926.000,00
b4 |BANDA ACEH PONTIANAK 99.900.000,00 5.840.000,00
65 |BANDA ACEH SEMAEREANG 9.530,000,00 2.305.000,00
66 |BANDA ACEH S0LO 9.530.000,00 5.444.000,00
67 |BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000,00 5.744.000,00
&8 |BANDA ACEH TIMIIA 18.504.000,00 10.076.000,00
69 |BANDAR LAMPUNG BALIKFAPAN 8,120 000,00 4,129,000,00
70 |BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225,000,00 4, 760.000,00
71 |BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000,00 3.412.000,00
T2 |BANDAR LAMPUNG BATAM 58.940.000,00 3.316.000,00
73 |BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000,00 7.487.000,00
74 |BANDAR LAMPUNG DENPA AR 6.236.000,00 3.647.000,00
75 |BANDAR LAMPUNG JAYAPLRA 14.568.000,00 B.097.000,00
76 |BANDAR LAMPUNG YOGYA{ARTA 5.155.000,00 2.760.000,00
77 |BANDAR LAMFUNG KENDARI 8.354.000,00 4.482.000,00
78 |BANDAR LAMFUNG MAKASAR £.161.000,00 4.161.000,00
79 |BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000,00 3.134.000,00
50 |BANDAR LAMPUNG MANALDO 11.1989.000,00 5.305.000,00
B1 |BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000,00 3.626.000,00
B2 |BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.9759.000,00 4,150.000,00
83 |BANDAR LAMPUNG PADAN! 6.439,.000,00 3,.380.000,00
54 |BANDAR LAMPUNG PALANCGIKARAYA 5.947.000,00 3.401.000,00
E5 |BANDAR LAMFUNG PALEMIJANG 4.931.000,00 2.760.000,00
B6 |BANDAR LAMFPUNG FPEKANIIARU G.482.000,00 3.433.000,00
87 |BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000,00 3.220.000,00
28 |BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000,00 2.685.000,00
89 |BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000,00 2.824.000,00
90 |BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386,000,00 3.123.000,00
51 |BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13,905.000,00 7.455.000,00
g2 [(BANDUNG BATAM 6.289.000,00 3.583.000,00
53 |BANDUNG DENPAUAR 5.626.000,00 3.252.000,00
G4 |BANDUNG JAKARTA 2.064.000,00 1.476.000,00
95 |BANDUNG JAMBI 5.006.000,00 2.941.000,00
g6 |BANDUNG YOGYALARTA 3.369.000,00 2.129.000,00
a7 |BANDUNG PADANC: 6.129.000,00 3.508.000,00
08 |BANDUNG PALEMEANG 4.385,000,00 2.631.000,00
g9 |BANDUNG PANGIES L PINANG 4,599 000,00 2,738.000,00
100 |BANDUNG PEKANEARLU 5.525,000,00 3.701.000,00
101 |BANDUNG SEMAR:ANG 3.027.000,00 1.957.000,00
102 |BANDUNG SOLO 3.647.000,00 2.268.000,00
103 |BANDUNG SURABEYA 4.824,000,00 2.856.000,00
104 |BANDUNG TANJUNMG PANDAN 4.439.000,00 2.663.000,00
105 |BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000,00 6.022.000,00
106 |BANJARMASIN BATAM 82.407.000,00 4.578,000,00
107 |BANJARMASIN BIAK 16.686.000,00 8.749,000,00
108 |BANJARMASIN DENFPAS AR 8.792.000,00 4.920.000,00
106 |BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000,00 9.359.000,00
110 |BANJARMASIN YOGYARARTA 7.723,000,00 4.022.000,00
111 |BANJARMASIN MEDAN 10.546.000,00 5.412.000,00
112 |BANJARMASIN PADANC 9.006.000,00 4 .642.000,00
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NG, KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

113 |BANJARMASIN PALEM BANG 7.498.000,00 4.022.000.00
114 |BANJARMASIN PEKANBARU 9,049,000,00 4.696.000,00
115 |BANJARMASIN SEMAFANG 7.498.000,00 3.958.000,00
116 |[BANJARMASIN SOLO 7.4G8.000,00 4.097.000,C0
117 |BANJARMASIN SURAEAYA §.942.000,00 4.385.000,00
118 |BANJARMASIN TIMIK2 16.472.000,00 8.717.000,C0
119 |BATAM BANDA ACEH 10.439.000,00 5.936.000,C0
120 |BATAM DENPASAR 8.450.000,00 4.824.000,C0
121 |BATAM JAYAPIIRA 16.782,000,00 9.263.000,C0
122 |BATAM YOGYAKARTA 7.370.000,00 3.936.000,C0
123 |BATAM MAKASAR 1(.375.000,00 5.337.000,00
124 |BATAM MANAL O 13.413.000,00 6.482.000,00
125 |BATAM MEDALN 10,193.000,00 5.316.000,00
126 |BATAM PADAND 8.683.000,00 4.546.000,00
127 |BATAM PALEMBANG 7.145.000,00 3,936.000,00
128 |BATAM PEKAN3ARU 8.707,000,00 4,599 000,00
129 |BATAM PONTI£NAK 7.594,000,00 1.396.000,00
130 |BATAM SEMAFRANG 7.145.000,00 3.861.000,00
131 |BATAM SOLO 7.145.000,00 4.000.000,00
132 |BATAM SURABAYA 8 600.000,00 4.300.000,00
133 |BATAM TIMIKA 16.119.000,00 8.621.000,00
134 |[BENGKULU PALEM 3ANG 2.899,000,00 1.893.000,00
135 |BIAK BALIKFAPAN 18,622,000,00 9,477 .000,00
136 |BIAK BANDA ACEH 18.718.000,00 10.108.000,00
137 |BIAK BATAM 16.233.000,00 8.664.000,00
138 |BIAK DENPA 3AR 16,729.000,00 £.995 000,00
139 |BIAK JAYAPURA 3.615.000,00 2.321.0:00,00
140 |BIAK YOGYA (ARTA 15.648.000,00 8.108.C00,00
141 |BIAK MANAL O 11.734.000,00 6.353.C00,00
142 |BIAK MEDAD 18.472.000,00 9,498,000,00
143 |BIAK PADAN 16.932 000,00 8728 000,09
144 |BIAK PALEM 3ANG 15.424.000,00 8.108.000,02
145 |BlAK PEKANIIARU 16.985.000,00 8.781.000,00 |
146 |BIAK PONTIANAK 15.873.000,00 8.568.000,00
147 |BIAK SURABAYA 12.782.000,00 7.081.000,00
148 |BIAK TIMIKA 5.808.000,00 3.444.000,00
149 |[DENPASAR JAYAPL RA 11.680,000,00 6.845,000,00
150 |DENPASAR KUPAN! 3 5.091.000,00 2.952.000,00
151 |DENPASAR MAKAS AR 4.182.000,00 2.631.000,00
152 |DENPASAR MANADO 7.851.000,00 4.278.000,00
153 |DENPASAR MATAR \M 1.840,000,00 1.290.000,00
154 |DENPASAR MEDAN 10.589,000,00 5.658.000,00
155 |DENPASAR PADAN( 9.049.000,00 4,888.000,00
156 |DENPASAR PALANC KARAYA 8.557.000,00 4.909,000,00
157 |DENPASAR PALEMDANG 7.541.000,00 4,278.000,00
158 |DENPASAR PEKANLIARU 4,092,000,00 4.942.000,00
159 |DENPASAR PONTIAVAK 7.990.000,00 4.738.000,00
160 |DENPASAR TIMIKA 10.140.000,00 6.129.000,00
161 |JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000,00 4.407.000,00
162 [JAMBI BANJAFMASIN 7.690.000,00 4,193.000,00
163 |JAMBI DENPAS AR 7.733.000,00 4 439.000,00
164 |JAMBI YOGYAIARTA 6.653.000,00 3.551.000,00
165 |[JAMBI KUPAN( 11.434.000,00 6.075.000,00
166 |JAMBI MAKASHE 9.659.000,00 4.952 000,00
167 |JAMBI MALAN(; 7.091.000,00 3.925.000,0C
168 |JAMBI MANADO 12.707.000,00 £.097.000,0C
169 |JAMBI PALANCKARAYA 7.444.000,00 4.193.000,0C
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No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

170 [JAMBI PONTL/.NAK 6.878.000,00 4.011.000,00
171 |JAMBI SEMAF ANG 6.428.000,00 3.476.000,00
172 |[JAMBI SOLO 6.428.000,00 3,615.000,00
173 |JAMBI SURABAYA 7.883.000,00 3.915.000,00
174 |[JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000,00 7.690,000,00
175 |[JAYAPURA MANAL O 22.109.000,00 11.263.000,00
176 |JAYAPURA MEDAN 18.932,000,00 10.097.000,00
177 |JAYAPURA PADAN 3 17.381.000,00 9.327.000,00
178 |JAYAPURA PALEM3ANG 15.783.000,00 8.717.000,00
179 |JAYAPURA PEKAN 3ARU 17.435.000,00 9.380.000,00
180 [JAYAPURA PONTIE NAK 16.322.000,00 9.177.000,00
181 [JAYAPURA TIMIKA 3.615.000,00 2.289.000,00
182 |[YOGYAKARTA DENPA 3AR 3.861.000,00 2.481.000,0C
183 [YOGYAKARTA MAKASAR 6.525.000,00 3.893.000,0C
184 |YOGYAKARTA MANAL O 10.536.000,00 5.722.000,0C
185 [YOGYAKARTA MEDAR 9.519.000,00 4.770.000,0C
186 |YOGYAKARTA PADAN 3 7.969,000,00 4,000.000,0C
187 |YOGYAKARTA PALEM 3ANG 6.460.000,00 3.380.000,0C
188 |[YOGYAKARTA PEKAN3ARU 8.022.000,00 4.054.000,00
189 |[YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000,00 3.840.000,00
190 |[YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000,00 7.038.000,00
191 |KENDARI BANDA ACEH 12.9583,000,00 7.102.000,00
192 |[KENDARI BATAM 10.968.000,00 5.658.000,00
193 |[KENDARI DENPAIAR 5.455.000,00 3.273,000,00
194 |KENDARI YOGYA XARTA §.129.000,00 4,706.000,00
195 |KENDARI PADAN! 11.167.000,00 5.722.000,00
196 |KENDARI PALEMI3ANG 9.659.000,00 5.102.000,00
197 |KENDARI PEKANDARU 11.220.000,00 5.776.000,00
198 |KENDARI SEMAR ANG 9.659.000,00 5.027.000,00
199 |KENDARI SOLO 9.658.000,00 5.166.000,00
200 |KENDARI SURABAYA 11.103.000,00 5.466.000,00
201 |KENDARI TIMIKA 18.633.000,00 9,798,000,00
202 |KUPANG JAYAPL RA 14.386.000,00 8.108.000,00
203 |KUPANG YOGYAI(ARTA 7.348.000,00 4,182.000,00
204 |KUPANG MAKAS \R 7.637.000,00 4.311.000,00
205 |KUPANG MANAD D 11.648,000,00 6.140.000,00
206 |KUPANG SURAB/.YA 6.749.000,00 3.722.000,00
207 |MAKASAR BIAK 5.493.000,00 4,931,000,00
208 [MAKASAR JAYAPURA 10.193.000,00 5,787.000,00
209 |MAKASAR KENDAI 2.663.000,00 1,786.000,00
210 |[MAKASAR MANAD ) 5.327.000,00 2.909.000,00
211 |MAKASAR TIMIKA 11.728.000,00 6.567.000,00
212 |MALANG BALIKP:\PAN 10.108.000,00 5.134.000,00
213 [MALANG BANDA \CEH 10.204.000,00 5.765.000,00
214 |MALANG BANJAR MASIN 8,161.000,00 4,407.000,00
215 |MALANG BATAM 7 819.000,00 4.311.000,00
216 |MALANG BIAK 16.087.000,00 8.482.000,00
217 |MALANG JAYAPURA 16.536.000,00 9.092 000,00
218 |MALANG KENDAI'I 10.322.000,00 5.487 000,00
219 |MALANG MAKAS/ R 10.129.000,00 5.166.000,00
220 |MALANG MANAD() 13.167.000,00 6.311.000,00
221 |MALANG MEDAN 9,958.000,00 5.145.000,00
222 |[MALANG PADANC 8.418,000,00 4.385.000,00
223 |MALANG PALANG KARAYA 7.915.000,00 4.407.000,00
224 |[MALANG PALEME ANG 6.899.000,00 3.765.000,00
225 |MALANG PEKANEARU R.461.000,00 4,439,000,00
226 |MALANG TIMIKA 15.873.000,00 8.461.000,00
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No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

227 |IMANADO MEDAD 15,552,000,00 7.316.000,00
228 |MANADO PADANG 14.012.000,00 6.546,000,00
229 |MANADO PALEMBANG 12.504.000,00 5.926.000,00
230 |[MANADO PEKAN3ARU 14,055,000,00 6.599.000,00
231 |[MANADO PONTI2ANAK 12.953,000,00 6.396.000,00
232 |MANADO SEMARANG 12,504,000,00 5.851.000,00
233 |MANADO SOLO 12.504.000,00 5.990.000,00
234 |MANADO SURABAYA 9.937.000,00 5.262.000,00
235 |MANADO TIMIKA 16.183.000,00 8.995.000,00
236 |[MATARAM BALIKFAPAN 10.750,000,00 5.615.000,00
237 |MATARAM BANDA ACEH 10.846,000,00 6.246.000,00
238 |MATARAM BANJAIRMASIN £.803.000,00 4.888 000,00
236 |MATARAM BATAM &.461.000,00 4.803,000,00
240 |MATARAM BIAK 11.552.000,00 6.546,000,00
241 |MATARAM JAYAPURA 13.092.000,00 7.327.000,00
242 |[MATARAM YOGYA {ARTA 4.417.000,00 2.781.000,00
243 |MATARAM MAKASAR 4.717.000,00 2.909,000,00
244 |MATARAM MANALC O 8.717.000,00 4.738.000,00
245 |[MATARAM MEDAN 10.600.000,00 5.637.000,00
245 |MATARAM PADAN 3 9,060.000,00 4.867.000,00
247 |[MATARAM PALEM3ANG 7.571.000,00 4.246.000,00
248 |MATARAM PEKANI3ARU 9.102.000,00 4.909.000,00
249 |MATARAM PONTIANAK £.001.000,00 4,706,000,00
250 |MATARAM SURABAYA 3.829.000,00 2.321.000,00
251 |MEDAN BANDA ACEH 3.466,000,00 2.193.000,00
252 |MEDAN MAKAS AR 12.514.000,00 6.172.000,00
253 |MEDAN PONTIANAK 9.733.000,00 5.230.000,00
254 |[MEDAN SEMARANG 9.284.000,00 4.696.000,00
255 |MEDAN SOLO 9.284.000,00 4.835.000,00
256 |MEDAN SURAB.\YA 10.739.000,00 5.134.000,00
257 |[MEDAN TIMIKA 18.258.000,00 9.455.000,00
258 |PADANG MAKASAR 10.974.000,00 5.402.000,00
259 |PADANG PONTIANAK 8.193.000,00 4.460.000,00
260 |PADANG SEMAR\ANG 7.744.000,00 3.925.000,00
261 |PADANG SOLO 7.744.000,00 4.065.000,00
262 |PADANG SURAB/\YA 9.199.000,00 4.364.000,00
263 |PADANG TIMIKA 16,178.000,00 8.685.000,00
264 |PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546,000,00 6.022.000,00
265 |PALANGKARAYA BATAM 8.161.000,00 4.578.000,00
266 |PALANGKARAYA YOGYALARTA 7.477.000,00 4.022.000,00
267 |PALANGKARAYA MATAR\M 8,557.000,00 4,888.000,00
268 |PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000,00 5.412.000,00
269 |PALANGKARAYA PADANC: 8.760.000,00 4.642.000,00
270 |PALANGKARAYA PALEMEANG 7.252.000,00 4.022.000,00
271 |[PALANGKARAYA PEKANEARU 8.803.000,00 4.696.000,00
272 |PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000,00 3.947.000,00
273 |PALANGKARAYA SOLO 7.252.000,00 4.086.000,00
274 |PALANGKARAYA SURAB/ YA 8.696,000,00 4.385.000,00
275 |PALEMBANG BALIKP, .PAN 4894 000,00 5.220.000,00
276 |PALEMBANG MAKAS/.R 9.466.000,00 4.781.000,00
277 |PALEMBANG PONTIANAK 6.625.000,00 3.840.000,00
278 |PALEMBANG SEMAR/.NG ©.236.000,00 3.305.000,00
276 |PALEMBANG SOLO 6.236.000,00 3.444.000,00
280 |PALEMBANG SURAB? YA 7.690.000,00 3.744.000,00
281 |PALEMBANG TIMIKA 15.210.000,00 9.076.000,00
282 |PALU MAKAS/R 4.268.000,00 2.578.000,00
283 |PALU POSO 1.957.000,00 1.423.000,00

jdih.bulelengkab.go.id




No KOTA SATUAN BIAYA TIKET
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284 |PALU SOROMNG £.878.,000,00 3.883.000,00
285 |PALU SURABAYA £.878.000,00 3.883,000,00
286 |PALU TOLI-T:JLI 2.941.000,00 1.915.000,00
287 |PANGKAL PINANG BALIKF APAN 9.038.000,00 4.631.000,00
288 |PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000,00 3.915.000,00
289 |PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000,00 3.818,000,00
290 |PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065,000,00 3.262.000,00
291 |PANGKAL PINANG MAKAS AR 9.060.000,00 4.663.000,00
262 |PANGKAL PINANG MANAL O 12.097.000,00 5.808.000,00
293 |PANGKAL PINANG MEDAD! £.888.000,00 4.653,000,00
294 |[PANGKAL PINANG PADAN 3 7.337.000,00 3.883.000,00
295 |[PANGKAL PINANG PALEM 3ANG 5.829.000,00 3,262.000,00
206 |PANGKAL PINANG PEKAN 3ARU 7.391.000,00 3.936.000,00
297 |PANGKAL PINANG PONTIA NAK 6.279.000,00 3.733.000,00
208 |PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000,00 3.187.000,00
299 [PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000,00 3.326.000,00
300 |PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000,00 3.626.000,00
301 |[PEKANBARU PONTIA NAK 8.247.000,00 4.514.000,00
302 |PEKANBARU SEMAFRANG 7.797.000,00 3.979.000,00
303 |PEKANBARU SOLO 7.797.000,00 4.118.000,00
304 |PEKANBARU SURABAYA §.241.000,00 4.407.000,00
305 |PEKANBARU TIMIKA 16.771.000,00 8.739.000,00
306 |PONTIANAK MAKASAR §.915.000,00 5.241.000,00
307 |PONTIANAK SEMARANG 6.685,000,00 3.765.000,00
308 |PONTIANAK SOLO 6.685.000,00 3.904,000,00
309 |PONTIANAK SURABAYA 8.140.000,00 4,204,000,00
310 |PONTIANAK TIMIKA 15.659.000,00 8.535.000,00
311 |SEMARANG MAKASAR 9.466.000,00 4.706.000,00
312 |SQLO MAKASAR 9.466.000,00 4.845.000,00
313 [SURABAYA DENPA 3AR 3,198.000,00 1.979.000,00
314 [SURABAYA JAYAPLRA 12.675.000,00 7.271.000,00
315 |SURABAYA MAKASAR 5.936.000,00 3.433,000,00
316 |SURABAYA TIMIKA 11.295,000,00 6.589.000,00
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G. SATUAN BIAYA TAKS] PERJALANAN DIN\S DALAM NEGERI

Na. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1) (2) (3) (4)
1 |ACEH Orang/Kal; 123.000,00
2 |SUMATERA UTARA Crang/Kali 232.000,00
3 |RIAU Orang/Kali 94.000,00
4 |KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000,00
5 |JAMBI Orang/Kali 147.000,00
6 |SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000,00
7 |SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000,00
8 |LAMPUNG Orang/Kali 167.000,00
9 |BENGKULU Orang/Kali 109.000,00
10 |BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000,00
11 |BANTEN Orang/Kali 446.000,00
12 |JAWA BARAT Orang/Kali 166.000,00
13 |D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 256.000,00
14 |JAWA TENGAH Orang/ Kali 75.000,00
15 |D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000,00
16 |[JAWA TIMUR Orang/Kali 194 .000,00
17 |BALI Orang/Kali 159.000,00
18 |NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000,00
16 |[NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000,00
20 |KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000,00
21 |KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000,00
22 |KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000,00
23 |KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000,00
24 |KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 102.000,00
25 |SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000,00
26 |GORONTALO Orang/Kali 240.000,00
27 |SULAWEI BARAT Orang/ Kali 313.000,00
28 |SULAWESI] SELATAN Orang/ Kali 145.000,00
29 [SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000,00
30 [SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000,00
31 [MALUKU Orang/Kali 240.000,00
32 |MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000,00
33 |PAPUA Orang/Kali 431.000,00
34 |PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000,00
Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dan
Kabupaten Buleleng ke Jakarta, Alokasi hiaya taksinya sebagai berikut:

a,

b

Keberangkatan

1) satuan biaya taksi dari temp it kedudukan (kantor) di Buleleng ke Bandara 1 Gusti

Ngurah Rai

2) satuan biaya taksi dari Bandara Seokarno Harta ke tempat tujuan (hotel, penginapan,

atau kantor) di Jakarta ; dan

3] satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak
tersedia taksi) menggunakan Moda transpertasi darat dapat diberikan pembiayaan

secara at cost.

Kepulangan

1} satuan biaya transportasi dar tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan
moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan Jakarta ke Bandara Soekarna Harta;

dan

3) satuan biaya taksi dari Bandaia [ Gusti Ngurah Rai Ke tempat kedudukan (kantor).
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H.

1. TRANSPORT LOKAL LUAR KABU’ATEN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI YANG SAMA

(ONE WAY) DAN DALAM KABU PATEN

KABUPATEN/ KOTA

No, TUJUAN SATUAN SATUAN BESARAN

(1) (2] (3) (4] (5)

I |Kab.Badung Orang/Fali Orang/Kali 188.000,00
2 |Kab. Bangh Orang/Fali Orang/Kali 225.000,00
3 |Denpasar Orang/F.al Orang/Kali 265.000,00
4 |[Kab. Gianyar Orang/I.ali Orang/Kali 225.000,00
2 |Kab. Jembrana Orang/l.ali Crang/Kali 270.000,00
6 |Kab. Karangasem Orang/Fali Orang/Kali 263.000,00
7 |Kab. Tabanan Orang/Fali Orang/Kali 225.000,00

2. UANG TRANSPORT LOKAL DALAM KABUPATEN

NO |URAIAN SATUAN BESARAN
1 |Dibawah 10 km |orang/kali 50.000
2 |Diatas 10 km orang/kali 130.000
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. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NIIGERI

WILAYAH / NEGARA

JUMLAH UANG HARIAN

NO. (USS) KETERANGAN
A B C D
! 2 4 5 6 F 8
I |AMERIKA UTARA
1. Amerika Serikat 378 513 440 382|Golongan A :
2. Kanada 447 404 368 307 |Bupati dan Wakil Bupati
[1 |JAMERIKA SELATAN
1. Argentina 534 402 asl 349
2. Venezuela 857 388 344 343
3. Brazil 436 341 291 241
4, Chili 415 316 270 222|Golongan B :
5. Columbia 436 323 276 254 |Pimpinan DPRD, Pegawai
6. Peru 459 347 320 276|Negeri Gol IV /c keatas
7. Suriname 338 295 252 207
8. Ekuador 335 273 2432 241
11 |AMERIKA TENGAH Golongan C
1. Meksiko 433 366 324 323|Anggota DPRD, Pegawai
2. Kuba 406 305 261 221 |Negeri Sipil, Gol Ill/c s.d
3. Panama 414 342 306 2711V /b, Pimpinan Lembaga
Semi Pemerintah
IV |[EROPA BARAT
1. Austria 504 453 318 317
2. Belgia 456 419 282 281
3. Perancis 512 464 382 381|Golongan D :
4, Rep. Federasi Jerman f36 570 403 401|Pegawai Negeri Lainnya,
5. Belanda 453 416 272 271|0Organisasi Sosial
6. Swiss 636 570 403 401|Kemasyarakatan
V |EROPA UTARA
1. Denmark 537 491 343 301
2. Finlandia 433 409 354 313
3. Norwegia 621 859 389 386
4. Swedia 456 436 342 341
5. Kerajaan Inggris 732 774 583 582
V1 |[EROPA SELATAN
1. Bosnia Herzegovina 456 420 334 333
2. Kroasia 5355 506 406 405
3. Spanyaol 457 413 287 286
4. Yunani 422 379 242 241
5, Italia 72 637 446 427
6. Portugal 425 382 242 241
7. Serbia 417 375 326 288
VII |EROPA TIMUR
1. Bulgaria 46 367 320 284
2. Bzech Bl8 326 447 37
3. Hongaria 435 438 390 345
4. Polandia 41 415 360 319
5. Rumania 416 381 313 277
6. Rusia &b 612 507 506
7. Slovakia 4.7 394 341 303
8. Ukraina 4.35 436 375 331
VIIIIAFRIKA BARAT
1. Nigeria 3l 313 292 291
2. Senegal 3144 317 237 231

jdih.bulelengkab.go.id




WILAYAH / NEGARA

JUMLAH UANG HARIAN

XI

XIII

XV

XV

G b 1

ERTIENAN

3. Madagaskar
4. Tanzania

5. Zimbabwe
6. Mozambique

AFRIKA SELATAN
1. Namibia
2. Afrika Selatan

AFRIKA UTARA
L.
2.
3.
4.
5. Sudan
6. Libya

Aljazair
Mesir

Maroko
Tunisia

NI |ASIA BARAT
1. Azerbaijan
2. Bahrain
o
4. Yordania
5
6.
7. Qatar

8. Arab Suriah
g,
10. Persatuan Arab Emirat
11, Yaman

12. Saudi Arabia

13. Kesultanan Oman

Irak

Kuwait
Libanon

Turki

ASIA TIMUR

Republik Rakyat Cina
Hongkong

Jepang

Korea Selatan

Korea Utara

ASIA SELATAN
1. Afganistan

Bangladesh
India
Pakistan
Srilanka
Iran

ASIA SELATAN
1. Uzbelastan
2. Kazakhstan

296 244 182 181
350 290 244 218
328 281 248 247
329 329 265 264

435 334 268 233
330 313 253 251

342 308 287 286
409 303 235 211
324 251 192 191
233 241 187 186
332 282 210 184
308 254 189 165

48 459 365 364
416 294 228 214
437 325 253 231
46 292 236 225
456 325 296 294
337 267 207 186
336 276 215 196
358 257 200 196
456 364 283 253
459 323 302 301
333 241 197 196
450 331 269 2351
413 292 249 247

378 238 207 206
472 320 287 286
519 303 262 261
411 326 297 296
414 321 300 278

34395 226 173 172
339 196 167 166
412 329 327 325
313 203 182 181
330 242 209 199
421 312 243 217

392 352 287 254
450 420 334 333

NO. (USS) KETERANGAN
A B C D
1 2 4 5 & 7 H
IX |AFRIKA TIMUR
1. Ethiopia 358 295 221 193
2. Kenya 334 317 237 225
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WILAYAH / NEGARA

JUMLAH UANG HARIAN

KETERANGAN

NO. (USS)
A B € D
1 2 3 5 5 7 B

XVIIASIA TENGGARA
1. Philipina 412 278 222 221
2. Singapore 530 363 279 276
3. Malaysia 334 262 219 218
4. Thailand 332 275 211 201
5. Myanmar 358 250 187 186
6. Laos 330 262 202 196
7. Vietnam 333 265 204 196
8. Brunei Darussalam 374 256 197 196
9. Kamboja 236 223 197 196
10. Timor Leste 332 354 229 196

HVINASIA PASIFIK
1. Australia 636 585 3484 3493
2. New Zealand 451 308 278 276
3. New Calodonia 425 3R7 276 224
4. Papua Nigini 520 476 319 259
5. Fiji 333 329 221 179
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J. BIAYA RAPID TEST

NO URAIAN VOLUME BIAYA
1 Rapid Test Antibodi per/orang Rp150.000
Rapid Diagnostic Tes Antig:n (RDT-Ag)
Rp99.000
2 |di Pulau Jawa dan Bali per/orang p
N R.apid Diagnostic Tes Antig n (RDT-Ag) S —— Rp109.000
di luar Pulau Jawa dan Ba 1
4 RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali per/orang Rp2735.000
5 RT-PCR di luar Pulau Jawe dan Bali per/orang Rp300.000

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA
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